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Abstract. Clemency is a pardon in the form of a change in commutation, reduction or elimination of a criminal offense 

for a convicted person given by the president based on the consideration of the Supreme Court. The granting of 

clemency by the president is a form of humanity and justice towards the citizens of the country. And every prisoner 

has the same right to apply for clemency to the president. Granting this clemency is a fulfillment of human rights and 

is the president's prerogative in granting forgiveness. However, there needs to be a classification of the crime to 

provide an opportunity to apply for clemency. Such as the crime of corruption which is an extraordinary crime. The 

criminal act of corruption is a crime that not only harms one person, but also harms the State and people of Indonesia. 

Of course, the aim of this research is to find out certain conditions for granting clemency to corruption convicts by 

the president. This research method uses normative juridical research methods. By referring to the law on clemency 

and criminal acts of corruption as well as the presidential decision to grant pardon to corruptors. The findings of this 

research are that it provides special considerations in submitting requests for clemency and evaluation so that the 

president and the Supreme Court can logically consider their decisions in looking at the convict's case. 
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Abstrak. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan 

pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi yang 

diberikan oleh presiden merupakan bentuk dari kemanusian dan keadilan kepada warga Negara. Dan setiap narapidana 

memiliki hak yang sama untuk dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Pemberian grasi ini merupakan 

pemenuhan Hak Asasi Manusia dan sebagai hak prerogatif presiden dalam memberikan ampunan. Namun perlu ada 

klasifikasi kejahatan dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi tersebut. Seperti kejahatan 

tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime). Tindak pidana korupsi adalah 

kejahatan yang tidak hanya merugikan satu orang saja, melainkan merugikan Negara dan rakyat Indonesia. Tentunya 

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui syarat-syarat tertentu dalam memberikan grasi terhadap terpidana korupsi 

oleh presiden. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dengan merujuk undang-

undang grasi dan tindak pidana korupsi serta keputusan presiden dalam memberikan grasi kepada koruptor. Temuan 

penelitian ini yaitu memberikan suatu pertimbangan khusus dalam pengajuan permohonan grasi dan evaluasi agar 

presiden dan MA dapat mempertimbangkan secara logis terhadap keputusannya dalam melihat kasus terpidana 

tersebut. 

 

Kata Kunci: Grasi, Terpidana Korupsi, Presiden 

 

 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia. Hal ini pun dijelaskan pada pembukaan UUD 1945 bahwa pada alinea pertama 

menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa 

sebagai Kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi yang mempunyai hak kodrat dan hak 
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moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini 

bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana 

terdapat Pancasila sebagai fundamen moral Negara. Sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradap 

mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM. 

HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. 

Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya 

pelecehan terhadap HAM. Hak Asasi Manusia mendapatkan kekuatan hukum dalam 

pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia 

mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi. 

Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal 

sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM 

disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia 

apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. 

Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai 

manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun, karena melekat maka HAM tidak bisa 

dirampas. 

Setialp walrga l Negalra l Indonesial memiliki kedudukaln hukum ya lng salmal daln dijalmin 

pemberialn halk alsalsi malnusial untuk dalpalt mempunya li halk dallalm persalmalaln balntualn hukum, 

bebals dalri penyiksala ln daln kekeja lmaln, daln mendalpaltkaln pengaldilaln ya lng aldil sertal pemenuhaln 

halk yalng lalinnyal. Seperti ya lng tercalntum dallalm palsall 28I Undalng-undalng Dalsalr 1945 ya litu “Halk 

untuk hidup, halk untuk tidalk disiksal, halk untuk kemerdeka laln pikiraln daln halti nuralni halk 

beralgalmal, halk untuk tidalk diperbudalk, ha lk untuk dialkui sebalgali pribaldi dihaldalpaln hukum daln 

halk untuk tidalk dituntut altals dalsalr hukum ya lng berlalku surut aldallalh halk alsalsi malnusial yalng tidalk 

dalpalt dikuralngi dalla lm kealdalaln alpalpun.” Da llalm hall ini dalpalt ditalfsirkaln balhwal pemenuha ln halk 

alsalsi malnusial terhaldalp walrgal Negalral Indonesial perlu untuk salnga lt diperhaltika ln daln 

dipertimbalngkaln da llalm konteks alpalpun itu. Pemberialn hukumaln kepaldal walrgal Nega lral Indonesia l 

ya lng melalkukaln perbualtaln melalwaln hukum jugal memiliki halk untuk mendalpaltkaln hukumaln ya lng 

sesuali denga ln kesallalhaln ya lng dilalkukaln sertal berhalk menda lpaltkaln persalmalaln balntualn hukum, 

algalr halkim dalpa lt mempertimbalngkaln dalla lm memberikaln putusaln. 

Setialp nalra lpidalnal mempunya li halk daln setialp nalralpidalnal waljib diberlakukan dengaln balik 

daln tidalk boleh salling menya lkiti daln setialp na lralpidalnal jugal berhalk mendalpaltkaln halk-halknyal. 
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Terkalit dengaln pemenuhaln HALM oralng-oralng ya lng diralmpa ls kemerdekalalnnya l Indonesia l pun 

telalh meraltifika lsi Stalndalrt Minimum Rules (SMR) yalng di dalla lmnya l meralncalng tentalng ha lk 

nalralpidalnal ya lng tetalp halrus dipenuhi. 

Kebeba lsaln dalsalr alda llalh halk istimewal ya lng dimiliki individu halnya l denga ln allalsaln balhwal 

merekal alda llalh malnusial. Malnusial memilikinyal bukaln altals dalsalr balhwal hall itu diberikaln kepaldalnya l 

oleh malsyalralkalt altalu oleh hukum yalng palsti, tetalpi secalral eksklusif sebalgali a lkibalt da lri 

kebalngsalwalnalnnyal sebalga li seora lng individu. Dallalm pengertialn ini, halk-halk istimewal ini juga l 

tidalk dalpalt disesualikaln ya lng menyira ltkaln terlepals dalri seberalpal palralh seseora lng telalh bertemu 

altalu betalpal kejalmnya l merekal memperlalkukaln seseoralng, dial tida lk alka ln berhenti menjaldi seora lng 

individu, jaldi dial benalr-benalr memiliki kebebalsaln. 

Dallalm pemberialn hukumaln terhaldalp nalralpidalnal ya lng ditetalpka ln bersa llalh daln memiliki 

kekualtaln hukum tetalp juga l memiliki kesempaltaln untuk mendalpaltkaln penguralngaln malsal talhalnaln 

sesuali dengaln ketentualn ya lng telalh ditetalpkaln. Sallalh saltu kewenalngaln memberikaln penguralngaln 

malsal talha lnaln aldalla lh presiden selalku kepallal pemerintalhaln ya lng mempunya li kewenalngaln ya lng 

telalh dialmalnaltkaln oleh konstitusi. Yalitu pemberialn gralsi oleh presiden kepaldal na lralpidalnal. 

Negalral Kesaltualn Republik Indonesial aldallalh negalral yalng mengalnut sistem Pemerintalhaln 

Presidensil. Dallalm sistem Pemerintalhaln Presidensil ini terdalpalt halk preroga ltif ya lng dimiliki oleh 

seoralng Presiden seba lgali Kepallal Nega lral daln Kepallal Pemerintalhaln. Sallalh saltu halk preroga ltif 

tersebut aldal paldal kewenalngaln dallalm pemberialn Gralsi yalng tidalk bersifalt albsolut. Pemberialn 

Gralsi oleh Presiden kepaldal terpidalnal perlu diba ltalsi, seperti ya lng dialtur di dallalm Palsall 14 ALya lt (1) 

Undalng-Undalng Dalsa lr Negalra l Republik Indonesial balhwal, Presiden memberi Gralsi daln 

Rehalbilitalsi dengaln memperhaltikaln pertimbalngaln dalri Malhka lmalh ALgung.  

Hall ini jugal Berkalitaln dengaln prinsip Checks alnd Ballalnces sertal hubungaln kewenalngaln 

alntalral Presiden daln lembalgal negalral lalinnyal, mengenali pemberialn Gralsi yalng semulal menjaldi halk 

preroga ltif Presiden sebalgali Kepa llal Nega lral, dallalm menggunalkaln kewenalngalnnyal dengaln 

memperhaltikaln pertimbalnga ln dalri lembalgal Negalral lalin yalng memegalng kekualsalaln sesuali dengaln 

wewenalngnyal. Pengalturaln Kewenalngaln Presiden dallalm memberika ln Gralsi berdalsa lrkaln Undalng-

Undalng Nomor 5 Talhun 2010 Tentalng Perubalhaln ALtals Undalng-Undalng Nomor 22 Talhun 2002 

tentalng Gralsi dengaln memperhaltikaln pertimbalngaln dalri Malhkalmalh ALgung, Kewenalnga ln 

Presiden dallalm pemberialn Gralsi perlu memperhaltikaln pertimbalngaln dalri Malhkalmalh ALgung 
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sebalgali lembalgal yudikaltif, algalr terjallin salling menga lwalsi daln salling mengimbalngi alntalra l Presiden 

daln kedual lembalgal negalral tersebut da llalm hall pelalksalnalaln tugals kenegalralaln.  

Sehinggal dengaln aldalnyal peraln sertal pertimbalngaln Malhkalmalh ALgung kepaldal Presiden 

dallalm pemberialn Gralsi, memberikaln ba ltalsaln kepaldal Presiden dallalm mengunalkaln kekualsalalnnnya l, 

sehingga l da lpalt menghindalri pemberialn Gralsi yalng berlebihaln kepa ldal pelalku kejalha ltaln ya lng beralt. 

Kriterial yalng dijaldikaln pertimbalnga ln ba lgi Presiden dallalm pemberialn Gra lsi daln implikalsi 

hukumnyal, pertimbalngaln ya lng diberikaln Presiden berdalsalrkaln altals pertimbalngaln-pertimbalngaln 

lalin dilualr hukum, termalsuk yalng menya lngkut pertimbalngaln kemalnusia laln daln tetalp menjunjung 

tinggi ra lsal kealdila ln daln kepalstialn hukum. Pemberialn Gralsi oleh Presiden menimbulkaln implikalsi 

hukum terhaldalp terpidalnal yalng mengaljukaln permohonaln Gralsi. Keputusaln yalng dialmbil oleh 

Presiden, balik ya lng bersifalt menolalk malupun mengalbulkaln permohonaln Gralsi, tidalk alka ln 

memperberalt pidalna l yalng diputus oleh penga ldilaln.   

Pemberialn gralsi oleh presiden kepaldal terpidalna l tidalk memiliki baltalsaln klalsifikalsi perkalral 

ya lng dilalkukaln oleh terpidalnal, mengingalt ba lhwal kewena lngaln altals menerimal altalu menola lk alda llalh 

kewena lngaln presiden denga ln memperhaltika ln pertimbalngaln Ma lhkalmalh ALgung.  Sehinggal ya lng 

menjaldi focus penelitialn ini alpalbilal kejalhaltaln terpidalnal ini aldallalh korupsi. Tentunyal halrus alda l 

bebera lpal syalralt untuk mendalpaltkaln gralsi tersebut. Mengingalt perka lral korupsi ini aldallalh kejalha ltaln 

ya lng dilalkukaln oleh palra l pejalbalt daln tergolong kejalhaltaln lua lr bialsa l (Extral ordina lry crime). Ketikal 

dallalm UU Nomor 22 Talhun 2002 tentalng gralsi tidalk memberikaln klalsifikalsi nalralpidalnal yalng bisal 

mengaljukaln gralsi, malkal presiden mempunyali pelualng untuk menyetujui dallalm memberika ln gralsi 

kepaldal nalralpidalnal.  

Setialp nalralpidalnal mema lng memiliki halk ya lng salmal. Nalmun HALM jugal memiliki baltalsaln 

untuk dalpalt menjalgal kesejalhtera laln ya lng lalin. Hall ini sesuali dengaln ya lng di salmpa likaln oleh 

Konvenaln Internalsionall halk sipil daln politik memberikaln kewenalngaln kepaldal Negalral untuk 

melalkukaln pembaltalsaln-pembaltalsaln ha lk alsalsi malnusali ketikal Negalral dallalm kealdala ln dalruralt ya lng 

esensiall daln mengalncalm kehidupaln sualtu balngsal. 

Rumusaln Malsallalh 

1. ALpal ya lng dimalksud dengaln gralsi ya lng diberikaln presiden kepaldal nalra lpidalnal? 

2. Balgalimalnal mendalpa ltkaln gralsi balgi terpidalnal korupsi oleh presiden? 
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Tujualn Penelitialn 

1. Tujualn penelitialn ini untuk dalpalt mengetalhui balgalialmalnal tinjalualn pemberialn gralsi 

terhalda lp nalralpidalnal yalng diberikaln oleh presiden. Daln alpalka lh presiden memiliki 

wewenalng dallalm urusaln yudisiall, sertal balgalimalna l konstitusi mengaltur perihall pemberia ln 

gralsi tersebut. 

2. Untuk dalpalt mengetalhui rualng lingkup pemberialn gra lsi. Daln jugal dalpalt mengeta lhui 

alpalka lh kejalhaltaln lualr bialsal seperti korupsi jugal mendalpaltkaln gra lsi oleh presiden. 

 

METODE PENELELITIALN 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis 

sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang 

mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara 

empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang 

menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis 

menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga 

masih berupa data mentah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinjalualn Gralsi yalng diberikaln oleh Presiden terhaldalp Terpidalna 

Setialp Negalra l memiliki system pemerintalhalnnyal malsing-malsing. Seperti ya lng 

disalmpalikaln oleh Jimly ALsshidiqie balhwal system pemerintalha ln Negalral di dunial memiliki tiga l 

malcalm system, ya litu: (i) sistem Pemerintalhaln Presidentiall, (ii) sistem Pemerintalhaln Palrlementer 

altalu sistem Kalbinet, daln (iii) sistem Calmpuraln. 

Negalral Indonesial mengguna lkaln sistem Presidentiall. Yalng alrtinyal balhwal Presiden daln 

walkil Presiden dipilih lalngsung oleh ralkya lt sebalgalimalnal di jelalskaln dalla lm Palsall 6AL UUD 1945. 

Dallalm sistem Pemerintalhaln Presidensil ini terdalpalt halk prerograltif Presiden sebalga li Kepa llal 

Negalral daln Kepallal Pemerintalhaln yalng kewenalnga lnnya l dialtur dallalm konstitusi. 

Halk prerogaltif aldallalh halk kepallal negalral untuk mengelualrkaln putusaln altals nalmal negalra l 

bersifalt fina ll, mengikalt daln memiliki kekualtaln hukum tetalp. Halk preroga ltif merupalkaln halk 

tertinggi yalng tersedial daln disedialkaln konstitusi balgi kepallal negalral. Talpi, halk preroga ltif ya lng 

dimiliki oleh presiden menimbulkaln polemik daln kekhalwaltiraln a lkaln terjaldinya l otoritals yalng 
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dimiliki Presiden, sehingga l perlu a ldalnya l baltalsaln kewena lngaln ya lng dimiliki oleh presiden untuk 

dalpalt menyeimbalngkaln kekualsalaln ya lng dipegalng oleh presiden tersebut. Pembaltalsaln kekualsalaln 

Presiden ini yalkni dilalkukalnnyal Peruba lhaln terhaldalp Undalng-Undalng Dalsalr 1945, dimalnal sallalh 

saltu perubalhaln itu terjaldi paldal kekualsalaln Presiden di bidalng yudisiall, berkalitaln dengaln 

kewena lngaln Presiden dallalm pemberialn Gralsi. Gralsi sebenalrnyal bukalnlalh upalyal hukum, nalmun 

merupalka ln halk Kepa llal Negalral untuk memberikaln penga lmpunaln kepa ldal walrga lnyal yalng dijaltuhi 

putusaln oleh pengaldilaln.  

Pemberialn Gralsi oleh Presiden selalku Kepallal Negalral bukaln sebalgali Kepallal Pemerintalhaln 

(Eksekutif) alta lu yudikaltif, tetalpi merupalkaln halk prerogaltif Presiden untuk memberikaln 

pengalmpunaln. Menurut ketentualn Palsa ll 14 UUD 1945 sebelum perubalhaln, Presiden mempunyali 

kewena lngaln untuk memberikaln Gra lsi, ALmnesti, ALbolisi, daln Rehalbilitalsi. Nalmun, setelalh 

perubalhaln UUD 1945 yalng pertalmal, ketentualn tersebut mengallalmi perubalhaln, ya litu dalla lm hall 

memberi Gralsi daln Rehalbilitalsi, Presiden memperhaltikaln pertimbalngaln Malhkalmalh ALgung, daln 

dallalm hall memberi ALmnesti daln ALbolisi, Presiden memperhaltikaln pertimbalngaln DPR. 

Perubalhaln terhaldalp ketentualn pemberialn gralsi oleh presiden tidalk menguralngi esensi dalri 

gralsi tersebut pemberialn gralsi ini tetalp dialjukaln oleh terpidalnal untuk dalpalt memperoleh 

pengalmpunaln oleh presiden. Perubalhaln ketentualn pemberialn gralsi ini memiliki sejalralh yalng 

cukup palnjalng dalri berlalkunya l UUD 1945, selalnjutnyal dialtur lebih rinci lalgi paldal UUDS 1950 

salmpali UUD 1945 berlalku kemballi salmpali salalt ini. 

Reformalsi memberikaln perubalhaln untuk alda lnyal ba ltalsaln-baltalsaln terhaldalp kekualsalaln 

pemerintalhaln altalu eksekutif daln jalminaln altals halk alsalsi malnusial daln halk-ha lk walrgal Negalral. Sallalh 

saltu baltalsaln kekualsalaln pemerintalha ln aldallalh baltalsaln dallalm pemberialn gralsi, yalng alwallnya l 

merupalka ln keputusaln presiden, menjaldi keputusaln presiden denga ln melalkukaln pertimbalngaln 

Malhkalmalh ALgung. 

Gralsi aldalla lh pengalmpunaln berupal perubalhaln peringa lnaln, penguralngaln, alta lu penghalpusaln 

pelalksalnalaln pidalnal kepaldal terpidalnal ya lng diberikaln oleh presiden. Pemberialn gralsi halnya l 

diberikaln kepaldal terpidalnal ya lng sudalh mendalpaltkaln putusaln pengaldilaln ya lng memperoleh 

kekualtaln hukum tetalp ya lng melallui permohonaln kepaldal presiden. Seperti yalng telalh dijelalskaln 

dallalm palsall 2 Undalng-Undalng Nomor 22 Talhun 2002 tentalng gra lsi balhwal putusaln pemidalnalaln 

ya lng dalpalt dimohonkaln gralsi sebalgalima lnal dimalksud paldal alyalt (1) alda llalh pidalnal malti, penjalral 

seumur hidup, penjalral palling rendal 2 talhun. Permohonaln gralsi ini tidalk memiliki klalsifikalsi 
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perkalral tertentu, alpal saljal yalng dalpalt menga ljukaln permohonaln gralsi daln perka lral alpal saljal ya lng 

tidalk dalpa lt mengaljukaln permohonaln gralsi. Sehinggal dalpalt dialrtikaln balhwal dallalm Undalng-

Undalng Nomor 22 Talhun 2002 memberikaln kepaldal seluruh terpidalnal untuk dalpalt mengaljukaln 

permohonaln gralsi seba lgali halk untuk mendalpaltkaln penga lmpunaln. Pemberialn gralsi ini bukaln 

beralrti menghilalngkaln kesallalhaln daln jugal bukaln rehalbilitals terha ldalp pidalnal. 

Paldal palsall 5 paldal peralturaln alquo menjela lskaln ba lhwal Ha lk mengaljukaln gra lsi diberitalhukaln 

kepaldal terpida lnal oleh ha lkim altalu halkim ketual sidalng yalng memutus perkalral paldal tingkalt perta lmal. 

Jikal paldal walktu putusaln pengaldilaln dijaltuhkaln terpidalnal tidalk haldir, halk terpidalnal sebalgalima lnal 

dimalksud paldal alya lt (1) diberitalhukaln secalral tertulis oleh palniteral dalri pengaldilaln yalng memutus 

perkalral paldal tingkalt pertalmal. ALdalpun yalng berhalk mengaljukaln permohonaln gralsi yalitu dijelalskaln 

paldal pa lsall 6 balhwal Permohonaln gralsi oleh terpidalnal altalu kualsal hukumnya l dialjukaln kepaldal 

Presiden. Permohonaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt (1) da lpalt dialjukaln oleh kelualrgal 

terpidalnal, dengaln persetujualn terpidalna l. Dallalm hall terpidalna l dijaltuhi pidalnal malti, permohonaln 

gralsi dalpa lt dialjukaln oleh kelualrga l terpidalnal talnpal persetujualn terpidalnal.  

Selalin itu dallalm Undalng-Undalng ini palsall 7 mengallalmi perubalhaln yalitu permohonaln gralsi 

ya lng dialjukaln sejalk putusaln pengaldilaln memperoleh kekualtaln hukum tetalp dalpalt dialjukaln palling 

lalmal 1 (saltu) talhun sejalk putusaln memperoleh kekualtaln hukum tetalp, sementalral paldal undalng-

undalng sebelumnya l permohonaln gra lsi tidalk dibaltalsi oleh tenggalng walktu tertentu. Hall ini dalpalt 

dikaltalkaln, algalr terpidalnal meralsa lkaln efek jeral altalu menya ldalri kesalla lhalnnya l sebelum mengaljukaln 

permohonaln gralsi. Mengenali jalngka l walktu pertimbalngaln Ma lhkalmalh ALgung mengalla lmi 

perubalhaln, sebalgalimalna l disebutkaln dallalm Unda lng-Undalng Nomor 5 Talhun 2010 palsall 10 balhwal 

jalngkal walktu pertimbalnga ln malhkalmalh a lgung menjaldi 30 halri sejalk talngga ll diterimalnya l sallinaln 

permohonaln da ln berkals perkalral.  

Perihall lalin mengenali balnyalknya l permohonaln gralsi ya lng belum dipertimbalngkaln daln 

diputuskaln oleh Presiden, malkal paldal peralturaln perundalng-undalngaln ini ditalmbalhkaln paldal palsall 

15AL ya lng menya ltalkaln balhwal “(1) permohonaln gralsi yalng belum diselesalikaln berdalsalrkaln palsall 

15 UU No. 22 Talhun 2002 tentalng gralsi diselesalikaln palling lalmbalt talnggall 22 Oktober 2012. (2) 

terhaldalp terpidalnal malti yalng belum menga ljukaln permohonaln gralsi berdalsalrka ln undalng-unda lng 

No. 22 Talhun 2002 tentalng Gralsi, jalngkal walktu saltu talhun sebalgalimalnal dima lksud dallalm Palsall 

7 alyalt (2) dihitung sejalk Undalng-Undalng ini mula li diberlalkukaln”. Dallalm aldendum peraltura ln 

Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 2010 ini, aldal baltalsaln balgi pengaljualn permohonaln ya lng dialjukaln 
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halnyal dalpalt dilalkukaln saltu kalli sejalk putusaln pengaldilaln tingkalt pertalmal telalh memperoleh 

kekualtaln hukum tetalp. ALkaln tetalpi jallaln balgi Terpidalna l untuk mendalpaltkaln kemballi halk hidup 

nya l kalrenal telalh melalkukaln kesalla lhaln, malsih terus dijallalnkaln denga ln pengalturaln ya lng lebih jelals 

algalr diperhaltikaln oleh Presiden, alpalkalh talhalnaln balik yalng tela lh mengaljukaln Gralsi malupun ya lng 

belum mengaljukaln gralsi telalh benalr mengalkui kesallalhaln ya lng diperbualtnya l daln ingin kemballi 

balik hidup bermalsyalralkalt. Selalin itu alturaln Gralsi terbalru ini dalpalt diketalhui balhwal Presiden 

sebalgali kepallal Negalral dalpalt melalkukaln wewenalngnyal dengaln lebih balik, algalr kesejalhteralaln 

umum jugal dira lsalkaln balgi palral nalralpidalnal. 

Presiden memberikaln gralsi dengaln merubalh malsal pidalnal yalng dijallalni terpidalna l 

merupalka ln balgia ln kewenalngaln Presiden yalng tercalntum dallalm konstitusi. Sehinggal alpa lpun staltus 

terpidalnal tersebut, Presiden mempunyali kewenalnga ln untuk merubalh balhkaln menguralngi ma lsa l 

talhalnaln terpidalnal altalu balhkaln menolalk permohonaln gralsi terpidalna l. Hall ini dalpalt dikaltalkaln 

alturaln gralsi merupalkaln Kodralt seoralng Presiden sebalgali Kepallal Negalral yalng ditentukaln oleh 

undalng-undalng gunal menentukaln nalsib hidup seseoralng talnpal memalndalng dalri kallalngaln alpal 

oralng/ terpidalnal tersebut. ALdalnya l persalmalaln dimaltal hukum, balhwal setialp terpidalna l 

diperbolehkaln mengaljukaln gralssi seka llipun terpidalnal telalh melalkukaln kejalhalta ln beralt. Dallalm 

perjallalnaln di malsal penalhalnaln (penjalral), seoralng terpidalnal palsti meralsalkaln penyesalla ln, memohon 

algalr dialmpuni daln ingin kemballi bermalsyalralkalt. Hukum kodralt berhubunga ln dengaln kodra lt 

malnusial. Kodra lt malnusial itu halnyal aldal saltu, yalitu kodralt ralsiona ll, nalmun kodralt ini memiliki 

balnyalk balgia ln altalu alspek. Dallalm penelitialn ini dalpalt dikaltalkaln, Kodralt seoralng Presiden a ldallalh 

ralsionall berpikir tentalng kealdilaln terha ldalp sualtu problemaltik hukum. Dimalnal kemudialn, kealdilaln 

di alkomodir dallalm peralturaln perundalng-undalngaln di Negalral Indonesial ya litu UUD 1945 daln 

kemudialn dialtur secalral khusus dallalm Undalng-Undalng Gra lsi. 

Nalmun, paldal alrgumen kritis-konstruktif perlu aldal evallualsi dalla lm pemberialn gralsi 

terhalda lp nalralpidalnal. Yalitu halrus aldalnyal klalsifikalsi perkalral. Misallnya l seperti tindalk pidalna l lualr 

bialsal, ya lng sallalh sa ltunyal aldallalh tindalk pidalnal korupsi. Sekallipun pengaljualn gralsi aldallalh halk 

setialp nalralpidalnal, nalmun perlu melihalt perbualtaln kejalhalta ln ini bukaln halnyal merugikaln saltu ora lng 

saljal, nalmun merugikaln ralkyalt daln Nega lral. 
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Pemberialn Gralsi terhaldalp Terpidalnal Korupsi oleh Presiden 

Tindalk pidalnal korupsi merupalkaln salla lh saltu balgialn dalri hukum pidalnal khusus di salmping 

mempunya li spesifikalsi tertentu yalng berbeda l dengaln hukum pidalna l umum, seperti aldalnya l 

penyimpa lngaln hukum alcalral sertal alpalbilal ditinjalu dalri malteri ya lng dialtur. 

Dengaln tolalk ukur balhwalsalnya l tindalk pidalnal korupsi bersifalt tindalk pidalnal ya lng lualr bialsa l 

(extral ordinalry crimes) kalrenal bersifalt sistemik, endemik ya lng berda lmpalk salngalt luals (systemaltic 

daln widespreald) yalng tidalk halnyal merugikaln keualngaln nega lral tetalpi jugal melalnggalr halk sosiall 

daln ekonomi malsya lra lkalt luals sehingga l penindalka lnnya l perlu upalya l comprehensive extral ordinalry 

mealsure sehinggal balnyalk pera lturaln, lembalgal daln komisi yalng di bentuk oleh pemerintalh untuk 

menalnggulalnginyal. 

Tindalk pidalnal korupsi ya lng merupalkaln extra l ordinalry crime memiliki kompleksitals yalng 

lebih rumit dibalndingkaln dengaln tinda lk pidalna l konversionall altalu ba lhkaln tindalk pidalnal khusus 

lalinnya l. Khususnyal dallalm talhalp penyelidikaln, tindalk pidalnal korupsi ini, terdalpalt beberalpa l 

institusi penyidik ya lng berwenalng untuk menalngalni proses penyidikaln terhaldalp pelalku tinda lk 

pidalnal ya lng terkalit denga ln tindalk pidalnal korupsi ini. Termalsuk berba lgali institusi PPNS jikal 

dikalitkaln denga ln berbalgali kejalhaltaln ya lng terkalndung unsur-unsur korupsi sesuali dengaln bidalng 

tugals ma lsing-malsing sertal sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln ya lng menjaldi dalsalr 

hukum malsing-malsing. 

Menurut Undalng-Undalng No. 31 Talhun 1999 tentalng Pembera lntalsaln Tindalk Pidalnal 

Korupsi telalh diubalh denga ln Undalng-Undalng No. 20 Talhun 2001 tentalng perubalhaln Undalng-

Undalng No. 31 Ta lhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi. Paldal dalsa lrnyal, secalra l 

normaltif balhwa l tindalk pidalnal korupsi merupa lkaln kejalha ltaln yalng lua lr bialsal (extral ordinalry 

crime). ALpalbilal dikalji da lri palndalngaln doktrinal, Romli ALtmalsalsmital menekalnkaln, ba lhwal: dengaln 

memperhaltikaln perkembalngaln tindalk pidalnal korupsi, balik dalri sisi kualntitals malupun dalri sisi 

kuallitals, daln setelalh mengka ljinya l secalral mendallalm, tidalklalh berlebihaln jikal dikaltalkaln balhwa l 

korupsi di Indonesial bukaln merupalkaln kejalha ltaln bialsal (ordinalry crimes) melalinkaln suda lh 

merupalka ln kejalhaltaln ya lng salngalt lualr bialsal (extral-ordinalry crime). Selalnjutnyal, jikal dikalji dalri 

sisi alkibalt altalu dalmpalk negaltif yalng salngalt merusalk taltalnaln kehidupaln balngsal Indonesial sejalk 

pemerintalhaln Orde Ba lru salmpali salalt ini, jelals balhwal perbualtaln korupsi merupalka ln peralmpalsaln 

halk ekonomi daln ha lk sosiall ralkyalt Indonesial. 
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Sallalh saltu pemberialn gralsi terhaldalp terpidalnal korupsi alda llalh tertuju kepaldal Sya lukalni 

Halsaln Ralis, ya lkni mendalpaltkaln gralsi dalla lm bentuk penguralngaln malsal hukumaln penjalral hingga l 

tigal talhun. Gralsi ini tertualng dallalm Keppres bernomor 7/G Talhun 2010 tertalnggall 1 ALgustus 2010 

ya lng diteken oleh Presiden Susilo Ba lmbalng Yudhoyono. ALlalsaln utalmal pemberialn gralsi terhaldalp 

Syalukalni alda llalh dikalrenalkaln kesehaltalnnya l yalng semalkin memburuk. Pengaljualn gralsi ini dialjukaln 

oleh menteri Hukum daln Halm paldal walktu itu. Paldalhall kejalhaltaln yalng dilalkukaln oleh Sya lukalni 

ini termalsuk kejalhalta ln yalng lualr bialsa l. Daln KPK menya ltalka ln balhwal Sya lukalni ditalhaln kalrena l 

telalh terdalkwal melalkukaln empalt tindalk pidalnal korupsi yalng merugikaln Negalral sebesa lr Rp 120 

milialr. Tindalkaln korupsi ini dilalkukalnnya l salalt menjalbalt sebalgali bupalti paldal talhun 2001-2006. 

Tindalk pidalnal korupsi aldallalh perbualtaln ya lng bukaln halnya l merugikaln saltu oralng saljal, 

melalinkaln juga l merugikaln Negalral sertal ralkyalt Indonesial. Jikal setelalh penetalpaln keputusaln dalri 

pengaldilaln daln terbukti melalkukaln tindalk pidalnal korupsi malsih diberikaln kesempaltaln untuk 

mengaljukaln gralsi dengaln allalsaln alpalpun, ma lkal tujualn dalri pemidalnalaln terhaldalp tindalk pidalna l 

korupsi sial-sial daln tidalk alkaln menimbulkaln efek jeral. Seperti ya lng telalh diketalhui, balhwal upalya l 

pemerintalh untuk melalkukaln pemberalntalsaln korupsi salngaltlalh besalr. Denga ln membualt lembalgal 

independen seperti KPK, membualt peraltura ln daln lalin sebalgalinya l, ya lkni untuk dalpalt melindungi 

Negalral dalri tindalkaln korupsi tersebut. 

Pemerintalh halrus dalpalt mengevallualsi dallalm penga ljualn gralsi tersebut denga ln memberikaln 

syalralt-sya lra lt khusus terhaldalp tindalk pidalnal korupsi. Misallnya l, penga ljualn gralsi halnyal bisa l 

dialjukaln alpalbilal terpidalnal pertalmal ka lli melalkukaln tindalk pidalnal korupsi dengaln jumlalh kerugialn 

Negalral palling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seraltus jutal rupialh). Sehingga l dengaln ketentualn 

tersebut, efek jeral daln alncalmaln dalpalt tersalmpalikaln kepaldal pa lral pemalngku jalbaltaln untuk tidalk 

semenal-menal da llalm menjallalnkaln almalna lh yalng diberikaln oleh Negalral. 

Pembalhalsaln tentalng pemberialn gralsi dalri bebera lpal refrensi halnyal membalhals balgalialmalna l 

konstitusi mengaltur tentalng legallitals Presiden sebalgali kepalla l pemerintalhaln dallalm memberikaln 

gralsi kepaldal terpidalnal sebalgali bentuk kemalnusalialn daln kealdilaln. Nalmun, tidalk balnya lk oralng 

ya lng dalpalt memikirkaln balhwal perlu aldalnya l klalsifikalsi kejalhaltaln ya lng dilalkukaln oleh terpidalnal 

ya lng tidalk palntals mendalpaltkaln gralsi dengaln begitu mudalhnyal sekallipun denga ln allalsaln kesehaltaln. 

tentunyal ha ll ini aldallalh upalyal untuk menurunkaln alngkal kejalhaltaln tindalk pidalnal korupsi di Negalra l 

Indonesial.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Gralsi aldalla lh pengalmpunaln berupal perubalhaln peringa lnaln, penguralngaln, alta lu penghalpusaln 

pelalksalnalaln pidalnal kepaldal terpidalnal ya lng diberikaln oleh presiden. Pemberialn gralsi halnya l 

diberikaln kepaldal terpidalnal ya lng sudalh mendalpaltkaln putusaln pengaldilaln ya lng memperoleh 

kekualtaln hukum tetalp ya lng melallui permohonaln kepaldal presiden. Pemberialn gralsi oleh presiden 

berdalsalrkaln palsall 14 UUD 1945. Seperti yalng telalh dijelalskaln dallalm pa lsall 2 Undalng-Undalng 

Nomor 22 Talhun 2002 tentalng gralsi balhwal putusaln pemidalnalaln ya lng da lpalt dimohonkaln gralsi 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt (1) alda llalh pidalnal malti, penjalral seumur hidup, penjalral palling 

rendalh 2 ta lhun. 

 Permohonaln gralsi ini tidalk memiliki klalsifikalsi perkalral tertentu, a lpal saljal ya lng dalpa lt 

mengaljukaln permohonaln gralsi da ln perkalral alpal saljal ya lng tidalk dalpalt menga ljukaln permohonaln 

gralsi. Sehinggal perlu aldalnyal syalralt-sya lralt tertentu dallalm pengaljualn permohonaln gralsi balgi 

kejalhalta ln lualr bialsal seperti korupsi. Tindalk pidalnal korupsi bersifalt tindalk pidalnal ya lng lualr bialsa l 

(extral ordinalry crimes) kalrenal bersifalt sistemik, endemik ya lng berda lmpalk salngalt luals (systemaltic 

daln widespreald) yalng tidalk halnyal merugikaln keualngaln nega lral tetalpi jugal melalnggalr halk sosiall 

daln ekonomi malsyalralkalt luals. Tentunya l perlu aldal pembalta lsaln ha lk terhaldalp terpidalnal korupsi 

dallalm penga ljualn permohonaln gralsi tersebut. 
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